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ABSTRAK

Konflik lintas agama di Indonesia sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh
perbedaan keyakinan, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, regulasi, identitas
sosial, serta proses pengambilan keputusan para stakeholder. Dalam banyak kasus,
keputusan yang diambil lebih berorientasi pada stabilitas sosial jangka pendek
dibandingkan pemenuhan keadilan substantif bagi seluruh kelompok masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konstruksi sikap damai
stakeholder terbentuk dalam proses pengambilan keputusan pada konflik lintas
agama, serta mengidentifikasi faktor psikologis, sosial, dan struktural yang

memengaruhi lahirnya keputusan damai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-kasus.
Lokasi penelitian berada di Kabupaten Malang dengan fokus pada beberapa kasus
konflik lintas agama, termasuk konflik pembangunan rumah ibadah di Desa
Sumberejo, Kecamatan Gedangan. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang
terdiri atas tokoh agama lintas iman, pemerintah daerah, pengurus Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin komunitas lokal, dan jaringan
masyarakat sipil. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis

tematik melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sikap damai stakeholder
merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Secara psikologis, sikap
damai dipengaruhi oleh self-efficacy, regulasi emosi, pengalaman konflik masa
lalu, spiritualitas, orientasi moral, serta kemampuan mengelola tekanan sosial dan
psikologi massa. Secara sosial, konstruksi sikap damai dibentuk oleh nilai
religiusitas, solidaritas sosial, modal sosial, budaya lokal, relasi antar kelompok,
dan dinamika identitas mayoritas-minoritas. Sementara itu, secara struktural,
regulasi, kelembagaan, distribusi kekuasaan, prosedur administratif, dan legitimasi
institusi menjadi faktor yang menentukan arah keputusan damai. Penelitian ini juga
menemukan bahwa banyak keputusan damai masih berorientasi pada negative
peace yang menekankan stabilitas dan pencegahan konflik terbuka, sehingga
berpotensi menghasilkan perdamaian yang bersifat prosedural dan rapuh.

Sebaliknya, perdamaian yang berkelanjutan memerlukan orientasi positive peace



yang didukung oleh negosiasi berprinsip, infrastruktur perdamaian yang inklusif,

serta keberanian moral stakeholder dalam menjamin keadilan substantif.

Penelitian ini menghasilkan formulasi konseptual bahwa sikap damai stakeholder
merupakan hasil interaksi antara dinamika psikologis individu, relasi sosial, dan
struktur kekuasaan yang bekerja secara simultan dalam proses pengambilan
keputusan. Temuan ini memperluas kajian psikologi perdamaian dengan
menempatkan stakeholder sebagai aktor psikososial yang berperan penting dalam
transformasi  konflik menuju perdamaian yang lebih adil, inklusif, dan

berkelanjutan.

Kata Kunci: sikap damai, stakeholder, konflik lintas agama, pengambilan

keputusan, psikologi perdamaian, positive peace.



ABSTRAK

Interfaith conflicts in Indonesia are often influenced not only by differences in
religious beliefs but also by dynamics of power, regulatory frameworks, social
identities, and stakeholders’ decision-making processes. In many cases, decisions
tend to prioritize short-term social stability rather than substantive justice for all
community groups. This study aims to explore how stakeholders’ peaceful attitudes
are constructed within the decision-making process of interfaith conflicts and to
identify the psychological, social, and structural factors that contribute to the

emergence of peaceful decisions.

This study employed a qualitative approach with a multiple-case study design. The
research was conducted in Malang Regency, East Java, focusing on several
interfaith conflict cases, including the dispute over the construction of a house of
worship in Sumberejo Village, Gedangan District. The participants consisted of ten
key informants, including interfaith religious leaders, local government officials,
members of the Interfaith Harmony Forum (FKUB), community leaders, and civil
society representatives. Data were collected through in-depth interviews,
participant observation, and document analysis. The data were analyzed using
thematic analysis through the stages of open coding, axial coding, and selective

coding.

The findings reveal that the construction of stakeholders’ peaceful attitudes is a
complex and multidimensional process. Psychologically, peaceful attitudes are
influenced by self-efficacy, emotional regulation, previous conflict experiences,
spirituality, moral orientation, and the ability to manage social pressure and
collective emotions. Socially, peaceful attitudes are shaped by religious values,
social solidarity, social capital, local culture, intergroup relations, and majority-
minority identity dynamics. Structurally, regulations, institutional arrangements,
power distribution, administrative procedures, and institutional legitimacy
significantly influence the direction of peaceful decision-making. The study also
found that many peace-oriented decisions remain grounded in a negative peace
framework that emphasizes stability and the prevention of open conflict, resulting

in procedural and fragile forms of peace. In contrast, sustainable peace requires a



positive peace orientation supported by principled negotiation, inclusive peace

infrastructures, and stakeholders’ moral courage to ensure substantive justice.

This study proposes a conceptual framework suggesting that stakeholders’ peaceful
attitudes are the result of the interaction between individual psychological
dynamics, social relations, and power structures operating simultaneously within
decision-making processes. These findings contribute to the field of peace
psychology by positioning stakeholders as psychosocial actors who play a crucial

role in transforming conflict into a more just, inclusive, and sustainable peace.

Keywords: peaceful attitudes, stakeholders, interfaith conflict, decision-making,

peace psychology, positive peace.
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BAB I
Membaca Latar Menelusuri Akar Sosial-Psikologis dalam Lanskap

Konflik dan Perdamaian

Relasi antarumat beragama di Indonesia tidak pernah benar-benar berada di
ruang yang tenang. la terus berhadapan dengan tarikan sosial, kepentingan politik, serta
lapisan budaya yang saling tumpang tindih dan kadang saling menekan. Di satu sisi,
Indonesia sering dipuji sebagai negara plural, namun di sisi lain, laporan-laporan
mutakhir justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya: pelanggaran kebebasan
beragama, praktik diskriminasi administratif, hingga gesekan antar kelompok
keagamaan yang makin sering muncul ke permukaan. Data Pew Research Center Tahun
2021 mencatat bahwa lebih dari separuh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami
peningkatan ketegangan berbasis agama?.

Konflik terbuka seperti yang terjadi di India?, Nigeria®, hingga Myanmar?
terlihat jelas bahwa konflik lintas agama jarang berdiri murni sebagai soal doktrin. la
kerap berkelindan dengan distribusi kuasa, arah kebijakan negara, dan pilihan-pilihan
yang diambil para stakeholder di tengah situasi penuh tekanan.

Dalam konteks Indonesia sendiri, percikan konflik lintas agama sering kali
berawal dari urusan yang tampak administratif: izin pendirian rumah ibadah,
pembatasan aktivitas keagamaan, atau rasa saling curiga antar kelompok. Catatan
SETARA Institute tahun 2023 menunjukkan lebih dari 200 kasus pelanggaran
kebebasan beragama setiap tahun, dengan pola yang relatif serupa keputusan publik
cenderung berpihak pada suara mayoritas, sementara kelompok minoritas nyaris tidak
dilibatkan®. Hefner telah lama mengingatkan bagaimana praktik mayoritarianisme
membentuk kebijakan publik yang secara halus menyingkirkan keadilan substantif. Tak
heran jika banyak konflik tampak “tuntas”, padahal yang terjadi hanyalah penenangan

sementara di permukaan, bukan penyelesaian yang menyentuh inti masalah.®.

! Pew Research Center, Global Restrictions on Religion (2021).

2 Paul Brass, The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India (University of
Washington Press, 2003).

3 Abiodun Alao, Religion, Conflict and Peacebuilding in Nigeria (Routledge, 2019)

# Nick Cheesman, “How in Myanmar ‘National Races’ Came to Surpass Citizenship and
Exclude Rohingya,” Journal of Contemporary Asia 47, no. 3 (2017): 461-483.

5 SETARA Institute, Laporan Kebebasan Beragama 2023 (2023).

6 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization (Princeton University Press,
2011).



Berangkat dari situasi itulah buku ini mengambil posisi yang agak berbeda.
Alih-alih hanya mengulas bagaimana konflik lintas agama muncul dan berkembang,
buku ini justru menyoroti proses di balik pengambilan keputusan damai oleh para
stakeholder. Pilihan fokus ini bukan tanpa alasan, sebab keputusan yang diambil oleh
pemimpin lokal, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil
memiliki dampak langsung terhadap arah relasi antarumat beragama. Ketika keputusan
diambil tanpa fondasi sikap damai, risiko yang muncul bukan hanya eskalasi konflik,
tetapi juga penguatan stigma, relasi dominasi, dan ketidakadilan struktural yang terus
diwariskan.

Beberapa kasus yang ditemui jauh melampaui urusan fisik bangunan rumah
ibadah. Di dalamnya, terlihat bagaimana persepsi sosial membentuk ketegangan,
bagaimana regulasi negara seperti PBM 2006 dipahami secara berbeda-beda oleh
warga, dan bagaimana keputusan stakeholder tertentu justru menentukan apakah konflik
bergerak menuju eskalasi atau sebaliknya, mereda.

Proses mediasi yang melibatkan FKUB dan pemerintah desa akhirnya
menghasilkan keputusan penghentian sementara pembangunan. “Keputusan ini secara
resmi didasarkan pada alasan administratif, bukan pada sikap intoleransi” (Detik,
2023a; 2023b). Namun, kelompok masyarakat sipil seperti Gusdurian mengingatkan
bahwa perdamaian tidak cukup hanya dengan meredam gejolak. “Penyelesaian yang
benar-benar damai harus menyentuh keadilan substantif dan memastikan hak-hak
kelompok minoritas tetap terpenuhi” (Malang Times, 2023). Dari sini tampak bahwa
sikap damai dalam pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang otomatis hadir,
melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi nilai personal, pengalaman masa lalu,
tekanan sosial, serta struktur kekuasaan yang bekerja di sekitarnya..

Janis 1982 menjelaskan bahwa kelompok pengambil keputusan kerap
terperangkap dalam fenomena groupthink, yakni kondisi ketika kesepakatan mayoritas
dianggap lebih penting daripada kebenaran atau keadilan. Dalam konflik lintas agama,
mekanisme ini membantu menjelaskan mengapa suara minoritas sering dikesampingkan
atas nama “ketertiban umum”. mayoritas menjadi lebih penting daripada kebenaran atau
keadilan’. Bersama Mann, Janis 1977 juga menyoroti kecenderungan aktor konflik

untuk memilih jalan pintas berupa keputusan cepat (defensive avoidance) ketimbang

" Irving L. Janis, Groupthink (Houghton Mifflin, 1982).
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keputusan yang hati-hati dan reflektif (vigilant decision-making) saat berada di bawah
tekanan.®

Dari perspektif lain, teori kognitif sosial Bandura (1986; 2001) menegaskan
bahwa sikap damai tidak lahir begitu saja. la terbentuk melalui proses pembelajaran
sosial, keteladanan figur publik, pengalaman menghadapi konflik sebelumnya, serta
lingkungan sosial yang memberi ruang bagi praktik toleransi. Dengan kata lain, sikap
damai bukan sekadar komitmen moral, melainkan hasil dari proses psikologis yang
panjang dan berlapis.®

Teori Galtung 1996 membedakan antara negative peace (ketiadaan konflik
terbuka)dan positive peace yang mencakup (keadilan serta harmoni struktural)®®.
Banyak penyelesaian konflik agama di Indonesia berhenti pada tahap negative peace,
sehingga konflik serupa mudah muncul kembali di kemudian hari. Lederach 1997
kemudian menekankan pentingnya infrastructure for peace, yaitu jaringan sosial,
mekanisme mediasi, nilai lokal, dan kebiasaan dialog yang membentuk dasar
perdamaian jangka panjang™’.

Dalam konteks kerja FKUB, riset yang dilakukan oleh Fauzi tahun 2017
menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada
kemampuan tokoh agama membangun dialog dan kepercayaan lintas kelompok®2,
Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2021) di Malang yang memperlihatkan
bahwa keteladanan tokoh lokal menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas
kerukunan antarumat beragama*®.

Buku ini lahir dari kegelisahan yang cukup dalam terhadap pola konflik lintas
agama yang terus berulang di Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh, konflik-konflik
tersebut jarang berdiri sebagai persoalan perbedaan iman semata atau sekadar kesalahan
prosedur administratif. la merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan publik
yang sarat dengan dinamika sosial, politik, dan psikologis para pemangku kepentingan.
Salah satu akar masalah paling mendasar adalah dominasi kepentingan mayoritas dalam

ruang pengambilan keputusan. Dalam banyak situasi, kebijakan yang semestinya

8 Irving L. Janis dan Leon Mann, Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict,
Choice, and Commitment (1977).

% Albert Bandura, “Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective,” Annual Review of
Psychology 52, no. 1 (2001): 1-26.

10 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means (1996)

11 John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (1997).

12 lhsan Ali Fauzi, Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian: Studi tentang FKUB di Indonesia
(Paramadina, 2017).

13 Nur Hidayati, “Pemuda Lintas Agama dan Konstruksi Sikap Damai,” Jurnal Multikultural &
Multireligius 20, no. 1 (2021): 45-63.
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berpijak pada keadilan justru diarahkan untuk menjaga stabilitas kelompok dominan.
Konsep groupthink dari Janis (1982) menggambarkan situasi ini dengan cukup tajam:
harmoni mayoritas diprioritaskan, sementara kebenaran dan hak kelompok minoritas
terpinggirkan®*. Liddle dan Mujani (2013) pun mencatat bahwa politik lokal di
Indonesia sering mengikuti selera mayoritas, meski berisiko mengabaikan hak-hak
konstitusional pihak lain.®.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah tafsir regulasi rumah ibadah di
tingkat lokal. PBM 2006, yang sejatinya dirancang sebagai pedoman administratif,
dalam praktik justru menjadi arena kontestasi kekuasaan dan identitas. Cara masyarakat,
tokoh agama, hingga aparat desa memahami aturan ini sangat beragam, sehingga satu
regulasi yang sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda di wilayah berbeda.
Pada titik ini, konflik tidak lagi berhenti pada soal prosedur, melainkan bergeser
menjadi perdebatan tentang siapa yang “dianggap layak™ hadir dalam suatu ruang sosial.

Di luar aspek regulasi, buku ini juga menyoroti absennya sikap damai sebagai
kerangka berpikir utama dalam pengambilan keputusan. Banyak aktor lebih memilih
tujuan jangka pendek: menenangkan massa, meredam ketegangan, atau menjaga
ketertiban sesaat. Orientasi semacam ini hanya melahirkan negative peace, ketenangan
yang rapuh dan menutupi ketidakadilan yang lebih dalam. Akibatnya, konflik yang
tampak selesai justru menyimpan potensi untuk muncul kembali.

Hal yang jarang disentuh dalam diskursus konflik lintas agama adalah dimensi
psikologis para pengambil keputusan. Kajian di Indonesia masih didominasi pendekatan
hukum, politik, dan sosiologi, sementara aspek psikologis seperti self-efficacy,
pengalaman sosial, proses pembelajaran budaya, serta relasi kuasa belum banyak
dibahas secara serius. Padahal, nilai lokal, persepsi ancaman, dan pengalaman masa lalu
sangat memengaruhi cara seorang tokoh mengambil keputusan dalam situasi konflik.
Tanpa memahami lapisan psikologis ini, upaya penyelesaian konflik akan selalu terasa
setengah jalan.

Di sinilah letak kontribusi penting buku ini. la berusaha mengisi ruang kosong
dalam kajian konflik lintas agama di Indonesia dengan menyoroti bagaimana keputusan
damai terbentuk dalam diri para pemangku kepentingan. Selama ini, literatur resolusi
konflik memang cukup kaya, namun lebih banyak menekankan mekanisme mediasi atau
analisis sosial-historis. Kajian yang secara spesifik mengulas konstruksi sikap damai
baik pada level individu maupun kelompok masih sangat terbatas.

4 Irving L. Janis, Groupthink (1982).
15 R. Liddle dan Saiful Mujani, Indonesian Democracy and Political Islam (2013).
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Buku ini juga menawarkan sudut pandang lintas disiplin dengan
menggabungkan Psikologi Sosial, Psikologi Perdamaian, dan analisis struktur sosial.
Pendekatan ini membuka pemahaman bahwa keputusan damai tidak semata-mata
ditentukan oleh regulasi atau prosedur formal, tetapi juga oleh nilai personal,
pengalaman sosial, persepsi, serta jaringan kekuasaan yang melingkupi para
stakeholder. Dengan begitu, perubahan sikap dan pola pikir pengambil keputusan
menjadi sama pentingnya dengan perubahan kebijakan itu sendiri.

Relevansi buku ini terasa kuat karena isu yang dibahas berada tepat di pusat
kehidupan sosial Indonesia. Pemerintah daerah memerlukan pemahaman yang lebih
tajam agar tidak terjebak dalam logika mayoritarianisme. Tokoh agama membutuhkan
panduan praktis untuk membangun dialog dan mempraktikkan nilai damai dalam situasi
kompleks. FKUB perlu mengenali hambatan psikologis dan struktural yang
menghalangi lahirnya keputusan adil. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil
memerlukan kerangka analisis yang kuat untuk memperkuat advokasi. Sementara itu,
peneliti dan akademisi dapat menjadikan buku ini sebagai pijakan teoritik dan
metodologis untuk pengembangan kajian lanjutan. Dengan demikian, buku ini tidak
hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki daya guna praktis yang tinggi bagi
berbagai aktor yang terlibat dalam kerja-kerja perdamaian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-
kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana sikap damai dikonstruksi oleh para
stakeholder dalam proses pengambilan keputusan pada konflik lintas agama.
Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif
tingkat konflik, melainkan pada eksplorasi makna, pengalaman, pertimbangan
psikologis, serta dinamika sosial dan struktural yang memengaruhi keputusan damai.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi
partisipatif pada forum mediasi dan dialog lintas agama, serta analisis dokumen seperti
regulasi, notulensi rapat, dan pemberitaan media. Informan dipilih secara purposive dari
unsur pemerintah daerah, tokoh agama lintas iman, FKUB, serta perwakilan masyarakat
sipil yang terlibat langsung dalam penanganan konflik. Data dianalisis menggunakan
analisis tematik melalui proses pengodean bertahap untuk mengidentifikasi pola
pengambilan keputusan serta faktor psikologis, sosial, dan struktural yang membentuk
sikap damai stakeholder. Dengan metode ini, penelitian mampu menggambarkan
konstruksi keputusan damai secara komprehensif dan kontekstual dalam lanskap konflik

lintas agama.



BAB 11
Kerangka Konseptual: Fondasi Teoritis Konstruksi Sikap Damai dalam

Pengambilan Keputusan

Memahami bagaimana sikap damai terbentuk dalam proses pengambilan
keputusan pada konflik lintas agama jelas tidak bisa bertumpu pada satu
pendekatan saja. Konflik keagamaan, dalam praktiknya, hampir tidak pernah
muncul sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. la lahir dari pertemuan
banyak lapisan sekaligus: kondisi psikologis aktor, relasi sosial antar kelompok,
struktur kekuasaan, hingga kepentingan politik yang bekerja di balik layar. Karena
itu, bab ini disusun dengan kerangka teoretis yang bersifat lintas disiplin,
menghubungkan Psikologi Sosial, Psikologi Perdamaian, teori pengambilan

keputusan, serta analisis kekuasaan dalam struktur sosial.

Penggabungan berbagai perspektif tersebut menjadi penting karena
keputusan-keputusan dalam konflik keagamaan baik terkait pendirian rumah
ibadah, pemberian izin kegiatan keagamaan, maupun respons terhadap ketegangan
antar kelompok tidak semata ditentukan oleh aturan formal. Di balik keputusan itu,
selalu ada persepsi subjektif, bias kelompok, nilai-nilai budaya, serta dinamika
relasi antar aktor yang ikut membentuk arah kebijakan. Fenomena ini dapat
dipahami, antara lain, melalui konsep groupthink yang dikemukakan Janis (1982),
yang menjelaskan bagaimana tekanan konsensus mayoritas kerap menyingkirkan
pertimbangan keadilan®. Perspektif ini diperkuat oleh Teori Sosial Kognitif
Bandura (2001) yang menekankan peran pembelajaran sosial dan keteladanan?’.
serta gagasan perdamaian dari Galtung (1996) yang membedakan perdamaian semu

dari perdamaian yang berkeadilan.®.

Dengan pendekatan multidisipliner tersebut, pembahasan dalam buku ini
tidak berhenti pada melihat konflik agama sebagai persoalan hukum atau prosedur
administratif belaka. Sebaliknya, konflik dipahami sebagai proses psikososial yang

berlangsung dalam medan kekuasaan dan relasi identitas yang tidak selalu setara.

16 Irving L. Janis, Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes, ed.
ke-2 (Houghton Mifflin, 1982)
17 Albert Bandura, “Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective,” Annual Review of
Psychology 52, no. 1 (2001): 1-26.
18 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and
Civilization (1996).
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Cara pandang ini membuka ruang untuk membaca konflik secara lebih dalam,
termasuk bagaimana keputusan yang tampak netral sering kali sarat kepentingan
dan bias yang tidak disadari.

Berbagai kajian tentang konflik lintas agama di Indonesia juga
menunjukkan bahwa arah keputusan sangat dipengaruhi oleh tafsir lokal terhadap
regulasi, tekanan politik kelompok mayoritas, serta kecenderungan aktor untuk
memprioritaskan stabilitas jangka pendek. Literatur resolusi konflik menegaskan
bahwa perdamaian tidak cukup diucapkan sebagai jargon normatif, tetapi harus
diwujudkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan keberpihakan pada
keadilan. Dari sini, landasan teoretis yang dibangun dalam bab ini berfungsi bukan
hanya sebagai peta pemikiran, melainkan sebagai alat analisis untuk menelusuri
bagaimana sikap damai dibentuk, dipelihara, atau justru mengalami penyimpangan
dalam praktik pengambilan keputusan.

Bab ini diposisikan sebagai semacam jembatan teoritik yang
menghubungkan kerangka konseptual dengan pembacaan empiris di bagian
selanjutnya. Kerangka ini membantu pembaca memahami bagaimana para
stakeholder menavigasi tekanan sosial, identitas kelompok, struktur institusional,
serta persepsi ancaman ketika harus mengambil keputusan yang berdampak
langsung pada kehidupan dan hak kelompok minoritas. Dengan pijakan ini, analisis
konflik tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan, tetapi menelusuri

proses-proses batin dan sosial yang membentuk keputusan itu sendiri.
2.1 Teori Pengambilan Keputusan dalam Konteks Konflik

Melihat dalam kerangka Conflict Model of Decision-Making, keputusan
yang lahir di bawah tekanan psikologis dan sosial dipahami sebagai keputusan yang
sangat mudah terseret bias. Janis dan Mann (1977) menjelaskan bahwa konflik
internal muncul ketika seseorang dipaksa mengambil keputusan penting dalam
situasi yang penuh ketidakpastian, ancaman sosial, atau risiko konsekuensi besar?®.
Pada kondisi seperti ini, pengambil keputusan sering berada di persimpangan yang
tidak nyaman: antara apa yang secara moral mereka anggap benar dan apa yang

secara politis terasa paling aman. Ketegangan batin semacam ini mendorong

19 Irving L. Janis dan Leon Mann, Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict,
Choice, and Commitment (1977).
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kecenderungan untuk memilih jalan pintas keputusan yang cepat, minim risiko, dan

sebisa mungkin menghindari konfrontasi terbuka.

Tekanan semacam itu hampir selalu menyertai konflik lintas agama. Pejabat
publik, pengurus FKUB, kepala desa, hingga tokoh agama tidak hanya berhadapan
dengan aturan, tetapi juga dengan emosi kolektif kelompok mayoritas, terutama
dalam isu sensitif seperti pendirian rumah ibadah atau penyelenggaraan kegiatan
keagamaan. Dalam situasi ini, keputusan administratif kerap dipilih karena tampak
paling “aman” dan seolah-olah menjaga ketenangan. Namun, di balik kesan netral
tersebut, keputusan semacam ini sering kali justru mengorbankan hak kelompok
minoritas. Penghentian sementara pembangunan rumah ibadah, misalnya, sering
dibingkai sebagai solusi moderat, padahal lebih mencerminkan kecemasan
menghadapi tekanan publik dibandingkan keberanian untuk menegakkan keadilan
substantif.

Janis dan Mann juga menyoroti kecenderungan defensive avoidance yang
muncul ketika tekanan psikologis semakin meningkat. Dalam mekanisme ini, aktor
memilih untuk menghindari risiko dengan cara mengabaikan informasi penting,
menunda pengambilan keputusan, atau mengambil langkah paling minimal yang
tersedia. Pola ini mudah ditemukan dalam konflik keagamaan di Indonesia, di mana
pemerintah daerah kerap menunda proses perizinan selama bertahun-tahun atas
nama “menghindari keributan”. Dampaknya, konflik tidak pernah benar-benar
diselesaikan, melainkan hanya ditunda dan muncul kembali di waktu lain. Situasi
ini memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dapat mengganggu penilaian rasional
dalam pengambilan keputusan publik.

Padahal, dalam kondisi yang lebih ideal, teori ini juga mengenalkan konsep
vigilant decision-making, yakni proses pengambilan keputusan yang dilakukan
secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai alternatif secara terbuka dan
objektif. Untuk mencapai tahap ini, dibutuhkan struktur dan budaya organisasi yang
mendorong transparansi, dialog yang jujur, serta akses informasi yang setara bagi
semua pihak. Tanpa prasyarat tersebut, keputusan yang dihasilkan cenderung
dikendalikan oleh gejolak emosi, tekanan politik, dan bias identitas, alih-alih

pertimbangan yang menyeluruh dan berkeadilan.

2.2 Groupthink dan Dinamika Kelompok Mayoritas
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Teori groupthink memberi gambaran tentang bagaimana kelompok yang
terlalu seragam, atau terlalu menjaga keharmonisan internal, justru rentan
melahirkan keputusan yang bermasalah. Janis (1982) menjelaskan bahwa dalam
kelompok dengan identitas yang kuat, sering muncul ilusi kesepakatan bersama.
Perbedaan pandangan tidak benar-benar hilang, melainkan ditekan secara
psikologis dan dibiarkan mengendap tanpa pernah diungkapkan secara terbuka.
Pola seperti ini sangat mudah ditemukan dalam forum-forum pengambilan
keputusan di tingkat lokal seperti musyawarah desa atau rapat FKUB di mana relasi
antar aktor sudah lama terbangun dan diikat oleh norma kesopanan yang cenderung

menghindari kritik langsung.?°

Dalam konflik lintas agama, groupthink kerap bekerja melalui keyakinan
implisit bahwa keputusan yang selaras dengan kepentingan mayoritas adalah satu-
satunya pilihan yang masuk akal, bahkan dianggap “paling benar”. Ketika
kelompok mayoritas merasa resah atau terancam oleh rencana pendirian rumah
ibadah minoritas, arah diskusi dalam forum sering kali langsung mengerucut pada
pembenaran kolektif untuk menolak pembangunan tersebut. Keputusan semacam
ini bukan lahir dari penilaian objektif atas fakta dan hak, melainkan dari tekanan
identitas kelompok yang bekerja secara halus. Temuan Liddle dan Mujani (2013)
menguatkan pola ini, dengan menunjukkan bahwa elite lokal di Indonesia kerap
mengikuti arus opini mayoritas demi menjaga legitimasi politiknya, sebuah praktik
yang secara tidak langsung memperkuat logika groupthink.,

Groupthink juga berperan dalam menguatkan stereotip terhadap kelompok
minoritas. Dalam proses pengambilan keputusan, sering kali dibangun narasi
tentang “bahaya laten”, “penyusupan”, atau “penginjilan terselubung” yang
sebenarnya tidak memiliki dasar kuat. Namun karena tidak ada ruang koreksi yang
memadai, narasi tersebut diterima begitu saja sebagai kebenaran bersama. Narasi
inilah yang kemudian mengarahkan forum pada keputusan-keputusan eksklusif
yang merugikan minoritas. Di tengah tekanan konformitas yang tinggi, anggota
kelompok yang sejatinya memiliki pandangan berbeda memilih untuk diam, demi

menjaga kesatuan dan menghindari konflik internal.

20 Irving L. Janis, Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes
(1982).

2l R. W. Liddle dan Saiful Mujani, Indonesian Democracy and the Transformation of
Political Islam (2013).
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Bahkan yang tak kalah problematis, groupthink menciptakan ilusi moralitas
kolektif. Kelompok mayoritas dapat merasa bahwa mereka sedang melakukan
tindakan mulia melindungi desa, menjaga keharmonisan, atau mencegah ancaman
tertentu. Padahal, keputusan yang diambil justru sering bertentangan dengan prinsip
keadilan dan hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan bahwa groupthink bukan
sekadar persoalan psikologis, tetapi juga menyentuh ranah politik dan etika. Karena
itulah, diperlukan mekanisme institusional yang mampu memutus bias kelompok
ini, misalnya melalui kehadiran aktor independen, fasilitator yang netral, atau
prosedur formal yang secara sadar mewajibkan pertimbangan terhadap suara

kelompok minoritas.
2.3. Social Cognitive Theory: Self-Efficacy, Pembelajaran Sosial, dan Norma

Albert Bandura (2001) menekankan bahwa manusia pada dasarnya belajar
dari lingkungan sosialnya melalui observational learning, yaitu proses meniru
perilaku orang lain beserta konsekuensi yang menyertainya. Dalam situasi konflik
keagamaan, figur-figur seperti tokoh agama, pejabat pemerintah, pimpinan
organisasi masyarakat, hingga pemuka adat memiliki posisi strategis sebagai
rujukan perilaku. Ketika mereka memperlihatkan sikap terbuka, mengutamakan
dialog, dan menghargai perbedaan, pesan yang ditangkap masyarakat adalah bahwa
kerukunan memang layak dijaga. Sebaliknya, jika yang ditampilkan justru bahasa
eksklusif atau retorika yang menutup ruang toleransi, pola itu dengan mudah

diserap dan dianggap sebagai kebenaran yang sah.??

Dalam hal ini konsep self-efficacy menjadi sangat relevan. Self-efficacy
merujuk pada keyakinan individu atas kemampuannya sendiri untuk bertindak.
Pengambil keputusan dengan self-efficacy yang kuat cenderung lebih berani
menghadapi tekanan mayoritas dan tetap konsisten pada prinsip keadilan dalam
konflik agama. Sebaliknya, mereka yang memiliki self-efficacy rendah lebih mudah
memilih jalur aman: bersikap defensif, menghindari risiko, dan mempertahankan
keadaan yang sudah ada. Pola ini membantu menjelaskan mengapa ada pejabat
daerah yang tegas memberikan izin pendirian rumah ibadah, sementara yang lain

memilih mundur dan menyerahkan keputusan pada arus opini publik.

22 Albert Bandura, “Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective,” Annual Review of
Psychology 52 (2001): 1-26.
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Selain faktor individu, norma sosial juga berperan besar dalam membentuk
sikap damai. Di Indonesia, musyawarah sering dipahami sebagai nilai luhur yang
dianggap mewakili kebersamaan. Namun dalam praktik di tingkat lokal,
musyawarah tidak jarang bergerak mengikuti kepentingan mayoritas. Keputusan
diambil bukan berdasarkan ukuran keadilan, melainkan karena pertimbangan “tidak
enak” terhadap kelompok dominan. Teori identitas sosial yang dikemukakan Tajfel
dan Turner (1979) membantu membaca situasi ini, di mana individu dan kelompok
cenderung melindungi in-group mereka, bahkan ketika perlindungan tersebut

berdampak merugikan out-group.?.

Dalam kerangka buku ini, pemikiran Bandura memberikan pijakan penting
untuk memahami mengapa banyak keputusan dalam konflik agama bersifat reaktif,
berulang, dan mengikuti pola yang sama dari waktu ke waktu. Pengalaman konflik
di masa lalu menjadi sumber pembelajaran sosial bagi para aktor, yang kemudian
direproduksi dalam keputusan-keputusan berikutnya. Tanpa upaya sadar untuk
mengubah nilai, memperkuat kapasitas aktor, atau meningkatkan posisi tawar
kelompok minoritas, pola intoleransi berisiko terus diwariskan, nyaris tanpa

disadari, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2.4. Negative Peace dan Positive Peace

Gagasan negative peace dan positive peace yang diperkenalkan Galtung
(1996) menjadi pijakan penting untuk membaca mengapa upaya damai dalam
konflik lintas agama kadang berhasil, namun sering pula gagal di tengah jalan.
Negative peace merujuk pada kondisi ketika kekerasan langsung tidak lagi tampak
tidak ada bentrokan fisik, kerusuhan, atau mobilisasi massa di ruang publik. Dalam
banyak situasi, pemerintah daerah menganggap konflik telah usai begitu keadaan
kembali tenang dan aktivitas sosial berjalan seperti biasa. Padahal, ketenangan
semacam ini kerap menyembunyikan persoalan yang lebih dalam, seperti
diskriminasi administratif, pelabelan sosial, hingga pembatasan akses terhadap

ruang ibadah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.?*

23 Henri Tajfel dan John C. Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict,” dalam
W. G. Austin dan S. Worchel (Ed.), The Social Psychology of Intergroup Relations (Monterey, CA:
Brooks/Cole, 1979), 33-47.
24 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and
Civilization (1996).
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Berbeda dengan itu, positive peace menempatkan keadilan struktural dan
pemenuhan hak sebagai inti dari perdamaian. Dalam isu pendirian dan penggunaan
rumah ibadah, positive peace berarti memastikan kelompok minoritas dapat
menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa rasa takut, tanpa stigma, dan tanpa
pembatasan yang berlebihan. Perdamaian dalam pengertian ini tidak berhenti pada
meredanya konflik, tetapi menuntut perubahan relasi antar kelompok. Proses
tersebut mencakup dialog yang berkelanjutan, distribusi kekuasaan yang lebih
setara, serta kebijakan publik yang dirancang dengan kepekaan terhadap posisi

minoritas.

Pada Realitanya di lapangan menunjukkan bahwa banyak penyelesaian
konflik agama di Indonesia masih berhenti pada tahap negative peace. Langkah-
langkah yang diambil pemerintah daerah sering bersifat reaktif, seperti mediasi
simbolik, pembubaran massa, atau relokasi sementara tempat ibadah. Upaya-upaya
ini memang mampu menurunkan tensi, namun tidak menyentuh akar struktural
yang membuat konflik serupa terus berulang. Karena itu, buku ini menekankan
perlunya pergeseran cara pandang dari sekadar memadamkan konflik menuju upaya
membangun positive peace yang mencegah konflik sejak awal.

Dalam kerangka pemikiran ini, sikap damai para stakeholder tidak cukup
diukur dari situasi yang tampak kondusif. Ukurannya terletak pada kualitas
keadilan substantif yang dihasilkan oleh sebuah keputusan. Sejauh mana keputusan
tersebut menjamin kesetaraan, melindungi hak kelompok minoritas, dan
menciptakan relasi sosial yang lebih adil menjadi indikator utamanya. Dengan
demikian, teori Galtung memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai
apakah keputusan dalam konflik agama benar-benar berorientasi jangka panjang

dan menawarkan solusi yang berkelanjutan, bukan sekadar ketenangan sesaat.

2.5. Infrastruktur Perdamaian dan Peran Multi-Stakeholder
(Lederach, 1997)

Lederach (1997) memperkenalkan gagasan infrastructure for peace sebagai

sebuah kerangka berlapis yang memungkinkan masyarakat membangun, merawat,
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dan mengembangkan penyelesaian konflik secara damai dalam jangka panjang.
Infrastruktur ini tidak berhenti pada institusi formal seperti pemerintah daerah,
tetapi meluas hingga jejaring komunitas, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama,
pemuka adat, kelompok perempuan, komunitas korban, serta aktor sosial lain yang
terlibat dalam pengelolaan relasi antar kelompok. Dalam pandangan Lederach,
perdamaian tidak lahir dari satu keputusan tunggal, melainkan tumbuh dari
interaksi sosial yang terus-menerus interaksi yang membuka ruang dialog,
mendorong distribusi kekuasaan yang lebih setara, dan menumbuhkan nilai-nilai
damai dalam kehidupan sehari-hari komunitas. Karena itu, penyelesaian konflik
lintas agama menuntut kerja kolaboratif lintas lembaga dan lintas level, bukan
sekadar tindakan administratif sesaat.®

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa penanganan konflik agama hampir
selalu melibatkan banyak aktor dengan posisi dan peran yang berbeda-beda.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, pemimpin adat, organisasi
perempuan, kelompok pemuda, jurnalis, hingga komunitas akar rumput kerap hadir
dalam satu arena yang sama. Namun, seberapa efektif keterlibatan mereka sangat
ditentukan oleh kemampuan untuk membangun kepercayaan, berkoordinasi, dan
saling memahami sudut pandang masing-masing. Penelitian Panggabean (2008)
menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agama cenderung lebih berhasil ketika
jaringan multi-stakeholder bekerja secara aktif dan inklusif, terutama saat kelompok
minoritas dan kelompok korban diberi ruang artikulasi yang setara. Sebaliknya,
kegagalan sering terjadi ketika proses dialog dimonopoli oleh satu aktor terutama
pemerintah atau tokoh mayoritas sehingga keputusan yang lahir hanya

merepresentasikan kepentingan satu kelompok saja.?®.

Namun realitas dilapangan menunjukkan banyak lembaga formal maupun
non-formal di Indonesia masih bergerak dalam kerangka negative peace. Fokus
utama diarahkan pada upaya menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik,
bukan pada pemenuhan keadilan substantif. Pemerintah daerah sering memosisikan
diri sebagai penjaga keamanan, tokoh agama berperan sebagai pemberi legitimasi

moral, sementara aparat keamanan bertindak sebagai pengendali situasi. Namun,

% John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies
(1997)..

% S, R. Panggabean, Policing Religious Conflicts in Indonesia: The Case of the Sunni-Shi’a
Conflict in Sampang (Neliti, 2008)
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tanpa koordinasi strategis yang jelas, peran-peran ini tidak terhubung menjadi
ekosistem perdamaian yang berkelanjutan. Lederach menekankan pentingnya
relational transformation, yaitu perubahan relasi sosial yang memungkinkan semua
aktor terlepas dari latar belakangnya memiliki posisi yang setara dalam proses
pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, kelompok minoritas, perempuan,
komunitas adat, dan kelompok korban tidak cukup diposisikan sebagai penerima
keputusan, melainkan harus diakui sebagai subjek yang memiliki kapasitas

menentukan arah proses perdamaian.

Dengan demikian, infrastruktur perdamaian yang efektif adalah sistem yang
inklusif, saling terhubung, dan bekerja pada berbagai lapisan. Pemerintah daerah
berperan sebagai pengarah kebijakan yang menjamin keadilan prosedural, tokoh
agama dan budaya nantinya berfungsi sebagai mediator moral yang menumbuhkan
empati lintas kelompok, organisasi masyarakat sipil akan bergerak sebagai
pengawas terhadap praktik diskriminasi, para akademisi menyediakan kerangka
analitis yang kritis, sementara kelompok korban menghadirkan pengalaman nyata
sebagai bahan refleksi kolektif. Ketika seluruh elemen ini bergerak selaras dan
saling menguatkan, keputusan publik tidak hanya meredakan konflik sesaat, tetapi
juga membangun positive peace yang menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan
sosial. Sebaliknya, jika infrastruktur perdamaian dijalankan secara simbolik atau
sebatas administratif, ia justru gagal memutus rantai konflik dan berisiko

memperdalam ketimpangan struktural antar kelompok.
2.6. Principled Negotiation dalam Penyelesaian Konflik

Pendekatan principled negotiation yang dikembangkan Fisher & Ury (2011)
menempatkan konflik bukan sebagai pertarungan posisi yang saling meniadakan,
melainkan sebagai perbedaan kepentingan yang dapat dinegosiasikan secara
rasional dan manusiawi?’. Kerangka ini sangat relevan dalam konflik rumah ibadah,
karena resistensi kelompok mayoritas kerap dimaknai secara simplistik sebagai
penolakan terhadap identitas agama tertentu, padahal pada banyak kasus ia berakar
pada rasa takut, ketidakpastian, dan kecemasan sosial. Kekhawatiran mengenai
gangguan ketertiban, ancaman terhadap identitas mayoritas, isu pemurtadan, hingga

politisasi agama sering kali tersembunyi di balik posisi formal ‘“penolakan”.

27 Roger Fisher dan William Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In
(2011).
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Dengan menggeser fokus dari posisi ke kepentingan, mediator dapat membuka

ruang dialog yang lebih jujur dan substantif.

Pendekatan ini memungkinkan konflik dipahami sebagai relasi antar-
manusia, bukan sekadar benturan ideologi atau pelanggaran administratif. Dalam
praktiknya, kepentingan mayoritas dapat dikelola melalui mekanisme komunikasi
berkelanjutan, pengaturan teknis aktivitas keagamaan, atau desain ruang ibadah
yang sensitif terhadap konteks sosial. Pada saat yang sama, hak konstitusional
kelompok minoritas untuk beribadah tetap dijaga sebagai prinsip yang tidak dapat
dinegosiasikan. Di sinilah letak keunggulan win—win solution: bukan
mengorbankan hak, melainkan menata relasi sosial agar hak tersebut dapat

dijalankan tanpa menciptakan ketegangan baru.

Namun, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa forum mediasi sering
terjebak dalam logika posisi. Tekanan massa, kepentingan elektoral, dan
ketimpangan relasi kuasa mendorong aktor pemerintah atau FKUB untuk
mengambil jalan pintas berupa penghentian atau penundaan pembangunan rumah
ibadah. Strategi ini mungkin efektif meredam konflik dalam jangka pendek, tetapi
secara psikososial justru memperkuat prasangka, melegitimasi dominasi mayoritas,
dan memproduksi ketidakadilan struktural. Fisher & Ury menegaskan bahwa
negosiasi yang efektif mensyaratkan objektivitas, penggunaan standar normatif
yang jelas (hukum, HAM, konstitusi), serta kehadiran mediator yang kredibel dan

independen

Dalam konteks ini, principled negotiation menyediakan kerangka
operasional penting bagi pemerintah daerah dan FKUB untuk bergerak melampaui
pendekatan negative peace. Negosiasi berprinsip tidak hanya mencegah eskalasi
konflik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan relasi antar-kelompok yang
lebih setara dan berkelanjutan. Jika diintegrasikan dengan konsep infrastructure for
peace Lederach, pendekatan ini dapat menjadi fondasi mediasi yang tidak sekadar
menjaga ketertiban, melainkan mendorong positive peace yakni perdamaian yang
berbasis pada keadilan, pengakuan, dan transformasi relasi sosial lintas agama..

2.7 Formulasi Kerangka Konseptual Integratif
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Konstruksi sikap damai stakeholder dalam pengambilan keputusan konflik
lintas agama di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sikap individual yang netral
atau semata-mata administratif. Sikap tersebut terbentuk dalam arena relasi kuasa
dan identitas sosial yang kompleks, di mana aktor-aktor seperti pemerintah daerah,
FKUB, tokoh agama, dan aparat keamanan berhadapan dengan tekanan kelompok
mayoritas serta posisi minoritas yang rentan. Teori identitas sosial Tajfel dan
Turner (1979) menjelaskan bahwa dalam situasi konflik, aktor cenderung
melindungi kepentingan in-group meskipun berpotensi merugikan out-group.
Dinamika ini membuat keputusan publik dalam konflik lintas agama kerap bias
mayoritas sejak tahap awal, bahkan sebelum proses deliberasi berlangsung secara

formal.

Dalam konteks tersebut, orientasi perdamaian yang diadopsi stakeholder
menjadi faktor penentu arah keputusan. Galtung (1996) membedakan antara
negative peace yang berfokus pada ketiadaan kekerasan langsung dan positive
peace yang menekankan keadilan struktural serta pemenuhan hak. Banyak
keputusan dalam konflik rumah ibadah berhenti pada kerangka negative peace, di
mana ketertiban sosial dijadikan indikator utama keberhasilan. Orientasi ini
mendorong stakeholder mengambil langkah-langkah aman secara politis, seperti
penghentian sementara atau penundaan izin, yang secara implisit mengorbankan
hak minoritas. Sebaliknya, orientasi positive peace menuntut keberanian moral dan
komitmen institusional untuk menempatkan keadilan substantif sebagai dasar sikap

damai.

Orientasi perdamaian tersebut kemudian akan dioperasionalkan melalui
mekanisme pengambilan keputusan dan negosiasi. Konsep principled negotiation
dari Fisher dan Ury (2011) menunjukkan bahwa konflik akan lebih mudah
diselesaikan secara adil jika proses negosiasi berfokus pada kepentingan mendasar,
bukan posisi yang kaku. Namun, dalam praktik di tingkat lokal, tekanan sosial dan
politik sering mendorong stakeholder terjebak pada negosiasi berbasis posisi
menolak, menghentikan, atau membatasi karena dianggap paling aman. Pola ini
mempersempit ruang dialog dan memperkuat prasangka antar-kelompok, sehingga

sikap damai yang muncul bersifat reaktif dan defensif, bukan reflektif dan solutif.

Proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung dalam suatu

infrastructure for peace sebagaimana dikemukakan oleh Lederach (1997), yakni
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jejaring berlapis yang melibatkan aktor formal dan non-formal. Infrastruktur
perdamaian ini menjadi ruang utama konstruksi sikap damai stakeholder, karena di
dalamnya terjadi interaksi, negosiasi makna, serta distribusi pengaruh antar-aktor.
Efektivitas infrastruktur ini sangat bergantung pada tingkat inklusivitas dan
keseimbangan relasi kuasa. Temuan Panggabean (2008) menunjukkan bahwa
penyelesaian konflik lintas agama lebih berkelanjutan ketika kelompok minoritas
dan korban dilibatkan secara setara, bukan sekadar sebagai objek keputusan.
Sebaliknya, monopoli proses oleh aktor mayoritas atau negara cenderung

menghasilkan keputusan yang rapuh dan berpotensi memicu konflik berulang.

Sehingga dapat kita tarik satu gariks bahwasanya sikap damai stakeholder
merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi secara simultan oleh dinamika
identitas sosial, orientasi perdamaian, mekanisme negosiasi, serta kualitas
infrastruktur perdamaian yang ada. Sikap damai yang hanya berorientasi stabilitas
akan melahirkan keputusan administratif yang menenangkan permukaan, tetapi
gagal menyentuh akar konflik. Sebaliknya, sikap damai yang dibangun dalam
kerangka positive peace, negosiasi berprinsip, dan infrastruktur perdamaian yang
inklusif memungkinkan lahirnya keputusan transformatif yang menjamin
perlindungan hak, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan perdamaian dalam konflik

lintas agama di Indonesia.

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL INTEGRATIF

FORMULAS| KERANGKA KONSEPTUAL INTEGRATIF
KONSTRUKSI SIKAP DAMAI STAKEHOLDER DALAM KONFLIK LINTAS AGAMA DI INDONESIA

%ﬁ% Dinamika & Konteks Konflik Lintas Agama %

L
KEPUTUSAN

ADMINISTRATIF/REAKTIF.

-

© In-group favoritism vs

* In-group favol

iscriminati - iminati NEGATIVE PEACE POSITIVE PEACE
QOut-group discrimination Qut-group discrimination ) (Ketiadaan Kekerasan V'S (Keadilan Struktural & Menenangkan Permukaan.
. kxgﬁagﬂomwk . Tekanann Kelompok Mayoritas Langsung) Pemenuhan Hak) Gagal Menyentuh Akar Konflik

fog hy, > Ketertiban Sosial

ertiba Keadilan Dt
sebagai Indikator Utama Substantif Stabilitas Semu

Penghentian/

Mayoritas
© Kerentanan Minoritas  Kerentanan Minoritas %
Penundaan Izin

MEKANISME NEGOSIASI % N y INFRASTRUKTUR PERDAMAIAN
Fisher;&Ury20111) SESY (Lederach 1897).
BerbasisiPosisivs BerbasisiPrinsip: © Jejaring Berlapis (Formal & Non-formal)

PRINCIPILED NEGOTIATION © Pemerintah Daerah, FKUB,
seAbR ponsy < (ks epetgan) Tokon Agana, gat Kearenn [ rANSFORMATIF/
(Kaku) KAKU|  PRINCIPILED NEGOTIATION . ;ua",laSb'"k'"S"gﬂl: %K BERKELANJUTAN.
Menolak, v v + eselr‘n bl 3 ua‘sa Menjamin Perlindungan Hak,
Menghentikan, Dialog Konstruktif, o Keterlibatan Setara Minoritas & Kesetaraan Sosial,
Membatasi Solusi Win-Win Korban (Panggabean 2008) Keberlanjutan Perdamaian

SIKAP DAMAI YANG IDEAL (POSITIVE PEACE, NEGOSIASI BERPRINSIP, INFRASTRUKTUR INKLUSIF) MELAHIRKAN PERDAMAIAN BERKELANJUTAN.

Bagan Visual diatas menggambarkan bagaimana keputusan dalam konflik
lintas agama di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari

pertarungan berbagai faktor sistemik. Berikut adalah alur logikanya:

17



1. Titik Pusat: Konstruksi Sikap Damai Stakeholder Di tengah bagan terdapat
belah ketupat pusat. Ini adalah inti dari fenomena yang dikaji. Sikap damai seorang
stakeholder (Pemerintah, FKUB, Aparat) berada di persimpangan antara dua kutub:
Reflektif vs Reaktif: Apakah mereka berpikir mendalam atau sekadar
bereaksi terhadap tekanan?
Keberanian Moral vs Tekanan Politik: Apakah mereka berpegang pada

prinsip keadilan atau menyerah pada tuntutan massa/politik?

2. Empat Pilar Utama (Faktor yang Mempengaruhi)Untuk memahami mengapa
sikap di pusat itu terbentuk, kita melihat empat kotak besar di sekelilingnya:

Pilar Kiri Atas (Teori ldentitas Sosial): Menjelaskan aspek psikologi
kelompok. Di sini terlihat adanya tarikan antara kepentingan kelompok sendiri (in-
group) melawan kelompok lain (out-group). Dalam konflik lintas agama, tekanan
kelompok mayoritas seringkali membuat stakeholder merasa harus "membela™
kelompoknya sendiri, yang menyebabkan kerentanan pada pihak minoritas.

Pilar Kanan Atas (Orientasi Perdamaian): Menjelaskan paradigma
berpikir. Ada jalan pintas bernama Negative Peace (asal tidak ada ribut, izin rumah
ibadah ditunda saja). Namun, ada jalan ideal bernama Positive Peace yang
mengejar keadilan substantif meskipun sulit secara politis.

Pilar Kiri Bawah (Mekanisme Negosiasi): Menjelaskan cara komunikasi.
Seringkali negosiasi terjebak pada Posisi (pokoknya tolak/henti). Bagan ini
mendorong perpindahan menuju Principled Negotiation yang lebih fokus pada
kepentingan mendasar dan solusi win-win.

Pilar Kanan Bawah (Infrastruktur Perdamaian): Menjelaskan wadah
interaksinya. Jika FKUB dan Pemerintah Daerah hanya melibatkan tokoh-tokoh
mayoritas, hasilnya akan pincang. Infrastruktur yang inklusif harus melibatkan
minoritas dan korban sebagai subjek yang setara.

3. Hasil Akhir (Output Keputusan)
Alur dari pilar-pilar tersebut berujung pada dua kemungkinan hasil di sisi kanan:

Jalur Atas (Warna Abu-abu): Jika yang dominan adalah identitas sosial
yang bias, orientasi negative peace, dan negosiasi kaku, maka lahirnya adalah
Keputusan Administratif/Reaktif. Hasilnya adalah "Stabilitas Semu" permukaan
terlihat tenang, tapi api konflik di bawah tetap menyala.

Jalur Bawah (Warna Ungu/Pelangi): Jika yang digunakan adalah

paradigma positive peace, negosiasi berprinsip, dan infrastruktur yang inklusif,
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maka lahirlah Keputusan Transformatif. Inilah yang menjamin perlindungan hak
dan perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan.

Sikap damai stakeholder bukan sekadar urusan administrasi, melainkan
hasil tarikan antara identitas sosial, paradigma perdamaian, cara bernegosiasi, dan
wadah komunikasi. Jika kita ingin perdamaian yang berkelanjutan, kita harus
menggeser stakeholder dari sekadar mencari ‘stabilitas permukaan’ menuju

keberanian moral yang inklusif dan berorientasi pada keadilan.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
multi-kasus (multiple case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena
penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan
konstruksi sosial para stakeholder terkait pengambilan keputusan damai dalam
konflik lintas agama di Kabupaten Malang. Menurut Creswell (2018),
penelitian kualitatif berorientasi pada upaya memahami fenomena dari
perspektif partisipan, sehingga peneliti dapat mengungkap realitas sosial yang

kompleks melalui interaksi langsung dengan subjek.

Desain studi multi-kasus digunakan karena penelitian ini tidak hanya
berfokus pada satu peristiwa, melainkan mengeksplorasi beberapa kasus
konflik sosial lintas agama yang terjadi di Kabupaten Malang, termasuk kasus
pembangunan rumah ibadah di Desa Sumberejo, Gedangan (2023), serta kasus-
kasus serupa di wilayah lain yang ditangani oleh Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB). Yin (2018) menjelaskan bahwa studi multi-kasus
memberikan kesempatan untuk membandingkan pola-pola yang muncul di
berbagai konteks, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan maupun
perbedaan dalam strategi resolusi konflik.

Melalui studi multi-kasus, penelitian ini dapat menggali lebih dalam
dinamika konflik, peran aktor, serta strategi damai yang digunakan dalam
berbagai situasi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyingkap
proses psikososial dan norma budaya yang membentuk sikap damai pada satu
kasus tertentu, tetapi juga memungkinkan generalisasi analitis mengenai
konstruksi sikap damai dalam pengambilan keputusan lintas kasus di

Kabupaten Malang.
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3.2. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kata “Konstruksi” merujuk pada proses pembentukan, penyusunan, dan
perangkaian makna atau sikap yang tidak terjadi secara instan, tetapi
melalui pengalaman, interaksi sosial, refleksi, dan dinamika situasional.
Konstruksi menegaskan bahwa sikap damai bukan sesuatu yang muncul
otomatis, melainkan dibentuk melalui proses kognitif, emosional, sosial, dan
kultural yang berkelanjutan.

2. Kata “Sikap Damai” menunjuk pada orientasi psikologis dan sosial yang
mendorong stakeholder untuk memilih tindakan yang harmonis, adil, non-
konfrontatif, serta berlandaskan penghormatan terhadap hak dan martabat
setiap kelompok agama. Sikap damai tidak hanya berarti menahan diri dari
kekerasan, tetapi juga melibatkan kemampuan mendengarkan, kesiapan
bernegosiasi, empati, keterbukaan, dan komitmen pada keadilan sosial.

3. Kata “Stakeholder” merujuk pada seluruh aktor yang terlibat secara
langsung maupun tidak langsung dalam konflik lintas agama, termasuk
tokoh agama, pemerintah daerah, pemimpin komunitas, pengurus FKUB,
jaringan masyarakat sipil, hingga warga terdampak. Mereka adalah
pengambil keputusan kunci yang memiliki pengaruh terhadap arah resolusi
konflik dan kualitas hubungan antarumat beragama.

4. “Dalam Proses Pengambilan Keputusan” menunjukkan bahwa fokus
penelitian terletak pada dinamika bagaimana keputusan dibuat, bukan
sekadar hasil keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan di sini meliputi
proses musyawarah, mediasi, dialog, klarifikasi, negosiasi, hingga tindakan
administratif. Pada tahapan ini, faktor psikologis stakeholder, tekanan
kelompok, kepentingan sosial, dan konteks struktural saling memengaruhi
arah sikap damai.

5. “Pada Kasus/Konflik” menegaskan 